
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Balangan tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan
Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun
Anggaran 2020;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 35 ayat
(5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun
pedoman penyusunan Rencana Ke~a dan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah;

: a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Tahun 2020 pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah dalam pelaksanaan pembangunan;

Menimbang

BUPATI BALANGAN,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

TENTANG

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 33 TAHUN 2019

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang NegarajDaerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4738);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
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Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2020 adalah pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RKA-SKPD)dan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan

.;~~:,~!~:::.::~,~:::.:~e':;"::!'_-:'::'~Ba-er8)h(RKA-PPKD)Tahun Anggaran 2020;
; r;-·'I,\)~\:\/JUr.Br~G~ ?A!,},Y V}P,',G b..l ...;..i ---ii

\ ,~ ...'.

Pasal2

BAB II
PEDOMAN PENYUSUNANRKA-SKPD DANRKA-PPKD

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati
Balangan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.

5. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang Selanjutnya disebut Pedoman RKA-SKPD dan
RKA-PPKD adalah Merupakan Pedoman Bagi Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Balangan dalam Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan
Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(RKA-PPKD).

Pasal 1

BAB I
KETENTUANUMUM

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN RENCANA
KERJA DAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN
ANGGARAN2019.

MEMUTUSKAN :

10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2016 Nomor 14);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2019 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020;
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BERITADAERAHKABUPATENBALANGANTAHUN2019 NOMOR 33

----- '.- tc1
-~1:H. Mel '~N SETIADY, SH

NIP. t9780929 200501 1 009

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di Paringin
~=:;;;;a::::t:.:::anggal23 Juli 2019

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini diundangkan dengan penempatannya pada Berita
Daerah Kabupaten Balangan.

Pasa14

BAB III
KETENTUANPENUTUP

Cara Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RKA-SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (RKA-PPKD) Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2020 dilakukan sesuai dengan Buku Pedoman sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasa13
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